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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ~UNG TIMOR 

NOMOR : 10 TAHUN 2000 

TENTANG: 

RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN
 

PENGGUHAAN TANAH
 

DENGAN RAKHHAT TUMAN YANG MARA ESA 

BUPATI IJLHPUNG TIMOR 

bahwa untuk menertibkan Peruntukkan Penggunaan Tilllah sesuai dengan 
program perwilayah pembangunan program Tata Guna Tanah Analisa dar;pak. 

lingkungan dan rencana umum Tata Ruang Kota d ipandang pe=l~ untuk 
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten La.llipung Timu=, tentang 
Retribusi Atas Izin Peruntukkan Penggunaan Tan~~. 

1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pernbentukar: Daerah 
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2688); 

2.	 Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten 
Dati II Way Kanan, Kabupat.en Dati II Lampung Timur dan Kotamadya 
Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3823); 

3.	 Undang-Undang ibmor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembarar. Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

4.	 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
~romor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOOLlr 3685); 

5 .: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor : 3691 ); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 55 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ); 

7.	 Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Lampung Nomor 22 Tahun 1999, 
tentang Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten 
Lampung Timur . 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TlMUR TENTANG RETRlBUSI ATAS IZIN 
PERlJNTlJKAN PENGGUNAAN TANAH. 
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BAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah	 ini yang dimaksud dengan : 
1.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Timur. 
2. Bupati	 adalah Bupati Lampung Timur. 
3.	 S was t a adalah Badan-badan Usaha Swasta yang berben

tuk Badan Hukum maupun Usaha Perorangan. 
4.	 Usa h a adalah segala kegiatan yang bersifat 

kormersil. 
5.	 Perorangan adalah sernua orang yang berdomisili di 

Wilayah Kabupaten Lampllilg Timur. 
6. Kas Daerah	 adalah Ras Daerah Rabupaten Lampllilg Timur. 
7.	 Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenai atas 

pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 
8.	 L 0 k'a s i adalah Areal baik berupa tanah daratan 

ataupun permukaan Air dengan luas tertentu 
diperuntukan bagi rencana Pembangunan Proyek 
Pemerintah rnaupun Badan Swasta/perorangan. 

9. Izin Perlliltukan	 adalah Rekomendasi yang diberikan dari 
Penggunaan Tanah	 Bupati, sehubungan dengan persetujuan lokasi 

untuk pembangunan baik oleh Instansi 
Pemerintah rnaupun Badan Swasta/peror~lgan. 

10.	 Unit Pengelola adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Larnpung Timur. 

Pasal 2 

(1).	 Setiap orang, Badan Usaha dan atau Instansi Pemerintah yang rnernerlukan Iokasi 
dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus rnemil~ 

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 
(2).	 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan 

oleh Bupati Lampung Timur. 

BAR II
 
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERUNTUKAN
 

PENGGUNAAN TANAH 

Pasal 3 

(1 )	 Izin Perurltukkan Penggunaan Tanah diberikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Timur. 
\L.''') Syarat-syarat untuk rnemperoleh Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah sebagairnana 

dirnaksud ayat (1) pasal ini, yaitu dengan mengajukan permohonan Kepada Bupati 
Larnpung Tirnur dengan rnelampirkan : 
a. Surat Rekornendasi Camat	 setempat. 
b. Atas hak yang sah untuk penggunaan lokasi di.maksud. 

(3 )	 Syarat-syarat tersebut pada ayat (2) pasal lnl berlaku bagi kepentingan 
Pemerintah/Swasta dan perorangan yang bersifat komersil. 
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. (4)	 Untuk kepentingan Pembangunan Rumah tinggal selain mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus melampirkan gambar rencana bangunan. 

(5) Kecuali	 syarat-syarat tersebut ayat (2) pasal ini bagi Instansi Pemerintah/Swasta 
maupun perorangan apabila pembangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak 
lingkungan harus meLampi.rkan laporan Penyaj ian Inforrnasi Lingkungan (PIL) atau 
analisa mengenai dampak lingkungan. 

(6)Sebelum	 Bupati menerbitkan izin l terlebih dahulu diadakan penelitian lokasi oleh 
Unit pengelola dan Instansi Tehnis yang terkait. v. 

(7)	 Izin diberikan apabila menurut hasil Penelitian· seluruh persyaratan telah 
terpenuhi. 

(8) Bentuk dan macamnya Izin ditentukan oleh Bupati. 

BAB III
 
BESARNYA RETRIBUSI
 

'Pasal, 4 

(1)	 Setiap penerbitan SUrat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dikenakan re~=~~i. 

(2)	 Retribusi Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) pasa; ini 
dibebankan kepada pemohon untuk satu kali penggunaan : 

(3) Besarnya	 Retribusi Izin PeruntukkanPenqounaan Tanah dimaksud ayat (1 j pasal, ini
 
adalah sebagai berikut :
 
a.	 Untuk kepentingan Pemerintah dikenakan
 

- 250 m2 sid 500 m2 dikenakan biaya Rp 25.000 1
 

- 501 m2 sid 1.000 m2 dikenakan biaya Rp 50.000 1 -

- 1001 m2 sid 2.000 m2 dikenakan biaya Rp 80.000 1
 

- 2001 m2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 125.000 /-
- 5001 m2 sid 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 200.000 1 -

- diatas 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 300.000 1 

ditambah Rp 15.000 /00 untuk setiap 1 (satu) hektar berikirtnya dengan 
pembulatan keatas. 

b.	 Untuk kepentingan Swasta yang bersifat komersil dikenakan
 
- 250 m2 sid 500 m2 dikenakan biaya Rp 50.000 1
 

- 501 m2 sid 1.000 m2 dikenakan biaya Rp 100.000 /-
- 1001 m2 sid 2.000 m2 dikenakan biaya Rp 150.000 /-
- 2001 m2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 250.000 /-
- 5001 m2 sid 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 500.000 1
 

- diatas 10.000m2 dikenakan biaya Rp 750.0CO/~-

ditambah Rp 150.000 100 untuk setiap 1 (satu) hektar ~=~"::.:i.i·a dengan 
pembulatan keatas. 

c1.	 Untuk kepentingan Tambak Tradisional dikenakar!
 
- 250 m2 sid 500 m2 dikenakan biaya Rp 40.000 1
 - 

- 501 m2 s/d 1. 000 m2 dikenakan biaya Rp 80.000 /-

- 1001 m2 sid 2.000 m2 dikenakan biaya Rp 120.000 /-

- 2001 m2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 200.000 /-

- 5001 m2 sid 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 400.000 .. - 

- diatas 10.000m2 dikenakan biaya , Rp 600.000 /-
ditamb&~ Rp 120.000 /00 untuk setiap 1 (satu) hektar berikJtliya ~e~~ 

pembulatan keatas. 
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c2.	 Untuk kepentingan Tambak Modern dikenakan 
- 250 rn2 sid 500 rn2 dikenakan biaya Rp 50.000,--
- 501 m2 sid 1.000 rn2 dikenakan biaya Rp 100.000,-
- 1001 rn2 sid 2.000 rn2 dikenakan biaya Rp 150.000,-
- 2001 rn2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 250.000,-
- 5001 rn2 sid 10.000 rn2 dikenakan biaya Rp 500.000,-
- diatas 10.000m2 dikenakan biaya Rp 750.000,-

ditambah Rp 150.000,00 untuk-sctiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan 
pernbulatan keatas. 

d.	 Untuk kepentingan Pernbangunan sarang burung Walet dikenakan 
- 250 rn2 sid 500 rn2 dikenakan biaya Rp 75.000,-
- 501 rn2 s /d 1. 000 m2 dikenakan bi.aya Rp 125.000,-
- 1001 rn2 sid 2.000 rn2 dikenakan biaya Rp 225.000,-
- 2001 rn2 sid 5.000 rn2 dikenakan biaya Rp 375.000,-
- 5001 rn2 sid 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 650.000,-
- diatas 10.000rn2 dikenakan biaya Rp 1.000.000,-

ditambah Rp 175.000,00 untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan 
pembulatan keatas. 

el.	 Untuk kepentingan Pernbangunan rurnah di Ibukota Kabupaten dikenakan 
- 250 rn2 sid 500 rn2 dikenakan biaya Rp 12.500,-
- 501 m2 sid 1.000 rn2 dikenakan biaya Rp 25.000,-
- 1001 rn2 sid 2.000 rn2 dikenakan biaya Rp 50.000,-
- 2001 rn2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 125.000,-
- 5001 m2 sid 10.000 m2 dikenakan biaya Rp 250.000,-
- diatas 10.000m2 dikenakan biaya Rp 250.000,-

ditambah Rp 50.000,00 untuk setiap 1 (satu) ,hektar berikutnya dengan 
pembulatill1 keatas. 

e2.	 Untuk kepent inqan Pernbangunan rurnah di Ibukota Kecamatan dikenakan 
- 250 rn2 sid 500 m2 dikenakan biaya Rp 8.750,-
- 501 rn2 sjd 1.000 m2 dikenakan biaya Rp 17.500,-
- 1001 rn2 sid 2.000 m2 dikenakan biaya Rp 35.000,-
- 2001 rn2 sid 5.000 m2 dikenakan biaya Rp 87.500,-
- 5001 m2 sid 10.000 rn2 dikenakan biaya Rp 175.000,-
- diatas 10.000rn2 dikenakan biaya Rp 175.000,-

ditarnbah Rp 35.000,00 untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan 
pernbulataD keatas. 

Pasal 5 

(1) Terhadap	 pembangunan untuk kepentingan yang bersifatsosial atau non kornersil 
( kecuali rumah ibadah) apabila luas tanah diatas 250 m2 dikenakan biaya 
administrasi : 

(2) Besarnya biaya administrasi dirnaksud ayat (1) pasal ini adalah Rp 7.500,00 

Pasal 6 

Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tan&1 dimaksud pasal 4 dan biaya administrasi 
dimaksud pasal 5 adalah merupakan Pendapatan Daerah y&~g harus disetorkan ke Ras 
Daerah. 
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Pasal 7 

t « )
\.L	 Sebelurn mendapat surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah, harus ada rekomendas; 

terlebih dahulu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 
(2)	 Terhadap Unit Pengelola diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima perseratus; :~~ 

diperhitungkan dari setiap hasil pungutan Retribusi Izin Pemanfaatan Pe~~t~~ 

Tanah. 

BAB IV
 
KETE1ITUAN PIDANA
 

Pasal 8 

(1)	 Barang siapa yang melililggar ketentuan pasa: 2 dan pasal 4 Peraturan Lae=ah ini 
diancam dengan pidana kurungan selama-Lamanya 3 (tiga) bulan dan atz.; denda 

setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (Satu Juta ~~iah). 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud dalaITl ayat (1) pasal .ini adalah pelanggaran. 
(3)	 Petugas pelaksana yang dengan sengaja me:~ ~indakan yang nyata-nyata 

merugikan Pemermtah Daerah dan atau masyarakat, Ciarnbil t indakan tegas sesuai 
dengan Peraturan Perundanqan-undanqan yang berlaku. 

RAE V
 
PENINJAUAN KEMBALI IZIN PERUNTUKAN
 

PENGGUNMN TANAH 

Pasal 9 

(1)	 Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk 
disesuaikan dengan perkembangan keadaan. 

(2)	 Peninjauan/penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) ;asal ini dilaku 
kan setiap 5 ( lima) Tahun sekali. 

(3)	 Peninjauan/Penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat o( 2 ) pasal in:' khusus 

untuk kepentingan Swasta yang bersifat komersial dan Pemban~~ sarang ~~g 

Walet. 

RAE VI
 
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

Pasal 10
 

(1)	 Selain oleh Pejabat Penyidik Umurn yang bertugas menyidik Tindak Pidana, 
Penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga 
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Timur, yililg pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

., 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai 
mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : 
a.	 Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 
b.	 Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan. 



c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa randa pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penyitaan benc1a dan atau surat dengan Izin ketua Pengadilan Negeri, 

e. Mengambi1 sidik jari dan memotret tersangka 

f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
o 

perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan sete1ah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa 

ridak rerdapat cukup bukti arau perisriwa tersebur bukan merupakan Tindak Pidana dan 

selanjutnya me1a1ui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pelanggar penuntut 

umum tersangka dan keluarganya, 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, 

BAB VII 

KETEl\TTUAN PE2'."LTCP 

PASAL 11 

Hal-hal yang belum diarur dalam Peraturan Daerah ini alan diarur lebih lanjut dengan keputusan 

Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. 

PASAL 12 

Peraruran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mernerinrahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini da1am Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

: Sukadana 
: 31 Oktober 2000 

Jr. H. JRFAN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170/17/ X / SK / DPRD  LTM /2000 
Tanggal 31 Oktober 2000 

Diundangkan di Sukadana 
Pada TanggaI 07 November 2000 

'f
'/ 

KABUPATEN LM1PUNG TTh1UR 
f1\KSANA TUGAS 



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMOR 

HOMOR. : 10 TAFi"UN 2000 

TEN TAN G 

RETR.IBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN 

PENGGUNAAN TANAH 

A. U 1'01 U H. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemben 

tukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur 

dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 ) dan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 60 Tambahan lembaran Negara Nomor 3839 ) 

Ketetapan Bupati Lampung Timur dengan Keputusan Bupati 

Lampung Timur Nomor 7 Tahun 1999, tentang Pemberlakuan Secara 

Mutatis Muntandis Perda Kabupaten Lampung Tengah, tentang Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Kabupaten Lampung 

Timur, telah melaksanakan pungutan PAD, Pajak dan Retribusi, perlu 

segera dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 sid 12 cukup jelas 


